BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam penerapannya
mengisyaratkan agar pembangunan berfokus serta diawali dari unit pemerintahan
paling kecil yakni desa (Ferina & Lubis, 2016). Desa merupakan kumpulan
masyarakat yang punya batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat,
hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai tujuan
pembangunan nasional menjadikan desa meningkat kemandiriannya melalui
program-program dan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan berbasis perdesaan berperan
krusial serta penting untuk menguatkan fondasi ekonomi negara (Arfiansyah,
2020). Dalam mewujudkan dan mendukung pelaksanaan fungsi desa tersebut
maka dibutuhkan anggaran sebagai penunjangnya. Dengan alasan demikian
pemerintah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 60
Tahun 2014 tentang anggaran dana desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa ini dialokasikan kepada
desa-desa yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan pembangunan, pembinaan,
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Secara nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

sudah merealisasi penyaluran dana desa kepada pemerintahan desa. Penyaluran



dana desa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, tercatat anggaran dana
desa selama tiga tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.1.

Rincian Dana Desa dan Penyerapannya
Tahun 2018-2020

No. | Tahun Anggaran Dana Desa Persentase Serapan Dana Desa
1. 2018 Rp 60 Triliun 98,06%

2. 2019 Rp 70 Triliun 99,94%

3 2020 Rp 71 Triliun 99,95%

Sumber: kemendesa.go.id, 2021

Besarnya nominal dana desa yang disalurkan ke masing-masing desa
mengakibatkan kecenderungan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana desa
dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan. Dalam keadaan masa pandemi Covid-19 seperti sekarang juga
mengakibatkan peluang atau kesempatan terjadinya kasus tindak korupsi lebih
tinggi. Permasalahan ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun
penerapan di tingkat desa tidak diiringi dengan pengawasan dan tidak akuntabel
serta tidak transparannya dalam tata kelola keuangan desa. Berdasarkan data
Indonesia Corruption Watch (ICW) diketahui bahwa lembaga yang paling banyak
terjadinya korupsi pada tahun 2020 adalah pemerintah kabupaten dengan
tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum berjumlah 150 orang dari
berbagai latar belakang seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta.
Kemudian peringkat kedua mengenai lembaga yang ditemukan paling banyak
korupsi yakni pemerintah desa. Ada sebanyak 53 kasus korupsi terjadi di
pemerintah desa dengan tersangka yang ditetapkan sebanyak 62 orang (laporan

tren penindakan kasus korupsi semester 1 (ICW), 2020). Kemudian kasus tindak



korupsi pada tahun 2021, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta masih
menduduki peringkat pertama dengan jumlah 167 orang, kemudian peringkat
kedua diduduki oleh kepala desa dan aparatur desa dengan jumlah tersangka
sebanyak 85 orang (Indonesia Corruption Watch (ICW), 12 September 2021).
Menyikapi permasalahan dimana setiap tahunnya tindak korupsi semakin
meningkat, maka dibutuhkan adanya pengawasan dan pendampingan yang lebih
kontinu serta pengelolaan keuangan yang baik guna meminimalisir terjadinya

kesalahan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Tabel 1.2.
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah Tersangka Jumlah Tersangka
(2020) (2021)
1. | Aparatur Sipil 150 orang 167 orang
Negara (ASN) dan
swasta
Kepala Desa dan 62 orang 85 orang
2. | Aparatur Desa

Sumber: laporan tren penindakan kasus korupsi semester 1 (ICW), 2020 dan
Indonesia Corruption Watch (ICW), 12 September 2021

Salah satu wujud pengelolaan keuangan desa yang baik sangat dipengaruhi dari
Kinerja aparatur pemerintah desa sebagai tolak ukur seberapa jauh target yang
telah dicapai. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 6 Tahun
2014).

Aturan tentang pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan



keuangan desa yaitu dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa,
dikelola dalam masa satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember.
Kepala desa dan aparat desa dituntut melakukan pengelolaan keuangan desa
berdasarkan asas yang transparan, akuntabel, partispatif dan kepatuhan atas
undang-undang.

Wujud pengelolaan keuangan desa yang baik salah satu pilarnya adalah
akuntabilitas karena akuntabilitas dapat menunjukkan tanggungjawab dan
keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, akuntabilitas
menjadi tolak ukur bagi aparatur desa atas tanggungjawab mereka (Dewi dan
Gayatri, 2019). Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola
pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan
oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pengertian
yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan,
pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal (Mardiasmo, 2009).

Pengelolaan dana desa dipengaruhi faktor-faktor diantaranya yaitu
komitmen organisasi, sistem pengendalian internal (SPI), pemanfaatan teknologi
informasi dan partisipasi masyarakat. Faktor  pertama adalah komitmen
organisasi, komitmen yang tinggi dari seluruh bagian organisasi, dapat
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan dapat meningkatkan
Kinerja aparatur desa itu sendiri. Komitmen organisasi berkaitan erat dengan

akuntabilitas. Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi



merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah: Cavoukian et al
(2010), bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Behnam dan
MacLean (2011), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi
standar akuntabilitas. Komitmen organisasi dibutuhkan dalam pengelolaan dana
desa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi (Martini dkk, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mamelo (2016), Yoga dan
Wirawati (2020), Nurdin dan Wijaya (2018) memperoleh hasil penelitian bahwa
komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana
desa. Namun berbeda dengan penelitian Budiarto, dkk (2020) bahwa komitmen
organisasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang dapat memicu akuntabilitas pengelolaan dana desa
yaitu sistem pengendalian internal (SPI) sebagai tolak ukur dan standar
pengendalian pelaksanaan dana desa. Pengendalian internal menjaga proses
kegiatan pemerintahan agar sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Rencana
organisasi dan metode untuk menjaga dan melindungi aktiva dan menghasilkan
informasi yang akurat dan dapat dipercaya merupakan isi dari dilakukannya
pengendalian intern (Martini dkk, 2019). Pengendalian intern memiliki peran
penting untuk mencegah ataupun mendeteksi fraud. Salah satu tujuan umum
manajemen  saat merancang sistem pengendalian internal adalah menjaga
reliabilitas informasi keuangan (A Arens, J Elder, & S Beasley, 2016).

Penelitian yang dilakukan Wahyuni dan Afroh (2021), Aziiz dan Prastiti
(2019), Arfiansyah (2020), Budiarto, dkk (2020) memperoleh kesimpulan bahwa

sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas



pengelolaan dana desa. Sementara itu, berbeda dengan penelitian yang dilakukan
Babulu (2020) bahwa sistem pengendalian internal (SPI) tidak berpengaruh
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga mengenai pemanfaatan teknologi informasi juga salah satu
faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Prinsip
akuntabilitas dapat diimplementasikan dengan baik apabila didukung oleh sarana
dan prasarana teknologi informasi yang memadai. Untuk menindaklanjuti
terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban
untuk mengembangkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi
untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah
penyampaian informasi ke publik (Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun
2005).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aziiz dan Prastiti (2020), Marlina,
dkk (2021), Putra (2021) memperoleh hasil penelitian bahwa pemanfaatan
teknologi informasi perpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana
desa. Sedangkan penelitian Wahyuni dan Afroh (2021) menunjukkan bahwa
pemanfaatan teknologi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kemudian faktor keempat yaitu partisipasi masyarakat. Peran masyarakat
dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan untuk terjun ke lapangan guna
mengawasi sejauh mana pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa.
Keterlibatan masyarakat ini membantu berjalannya dengan baik program-program

desa. Menurut Devan Gran (2003:309), Akuntabilitas dapat diperkuat melalui



peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan
responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat
pembangunan terhadap orang miskin.  Sebagai mekanisme dalam
pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan
(Ebrahim, 2003:818).

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Babulu (2021), Cahyani dan
Suardika (2020), Wahyuni dan Afroh (2021), Budiarto, dkk (2020), dengan
adanya partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa akan memberikan
hasil yang akuntabel. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian
Kumalasari (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif

terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

Tabel 1.3.
Research Gap
Variabel Hasil Peneliti
Independen | Dependen
Mamelo (2016)
Komitmen Berpengaruh Yoga dan Wirawati (2020)
Organisasi Nurdin dan Wijaya (2018)
Tidak Berpengaruh | Budiarto, dkk (2020)
Akuntabilitas Wahyuni dan Afroh (2021)
Pengelolaan Aziiz dan Prastiti (2019)
Sistem Dana Desa Berpengaruh Arfiansyah (2020)
Pengendalian Budiarto, dkk (2020)
Internal (SPI) Babulu (2020)
Tidak Berpengaruh | Yuliastuti (2020)
Pahlawan et al. (2020)




Pemanfaatan Berpengaruh Aziiz dan Prastiti (2020)

Teknologi Marlina, dkk (2021)

Informasi Putra (2021)

Tidak Berpengaruh | Wahyuni dan Afroh (2021)
Fitriani dkk (2021)
Pahlawan et al. (2020)
Babulu (2021)

Cahyani dan Suardika (2020)
Wahyuni dan Afroh (2021)
Budiarto, dkk (2020)

Tidak Berpengaruh | Kumalasari (2018)

Partisipasi Berpengaruh

Masyarakat

Sumber: berbagai jurnal, 2021

Kecamatan Petungkriyono merupakan salah satu kecamatan yang terletak
di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Petungkriyono
terdiri dari 9 desa, yaitu: (1) Desa Simego, (2) Desa Songgodadi, (3) Desa
Curugmuncar, (4) Desa Gumelem, (5) Desa Tlogohendro, (6) Desa Yosorejo, (7)
Desa Tlogopakis, (8) Desa Kasimpar, dan (9) Desa Kayupuring. Tahun 2018
Kabupaten Pekalongan mendapat anggaran dana desa mencapai Rp 227 miliar,
kemudian pada tahun 2019 Kabupaten Pekalongan mendapat anggaran tambahan

sebesar Rp 31 miliar  (https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dana-desa-

kabupatenpekalonganmeningkat-141-persen/). Anggaran dana desa ini Yyang

dialokasikan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Pekalongan termasuk desa-
desa yang ada di Kecamatan Petungkriyono. Dalam proses pengelolaan dana desa
tersebut diharapkan bisa lebih akuntabel, mengingat dana desa juga berhubungan
dan berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun pada
kenyataannya proses pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan

Petungkriyono masih terdapat beberapa desa yang kurang akuntabel. Salah



https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dana-desa-kabupatenpekalonganmeningkat-141-persen/
https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dana-desa-kabupatenpekalonganmeningkat-141-persen/

satunya terlihat dari minimnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam
penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa
secara rinci maupun program-program yang sedang berlangsung, hal tersebut
dapat  terlihat dari  website resmi  desa  (desa.sideka.id  atau
desa.desakupekalongan.id) dapat terlihat mayoritas pemerintahan desa terakhir
update infromasi mengenasi program maupun pendaan desa pada tahun 2017-
2020, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi yang lebih update harus
pergi ke kantor kepala desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana
desa. Dimana faktor-faktor tersebut ialah: komitmen organisasi, sistem
pengendalian internal (SPI), pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi
masyarakat yang berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu,
penelitian ini diberi judul “Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem
Pengendalian Internal (SPI), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus Pemerintahan Desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten

Pekalongan)”

1.2.Perumusan dan Batasan Masalah
1.2.1. Rumusan Masalah
1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolan

dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?



2.

3.

4.

Apakah sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten
Pekalongan?

Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?

Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?

1.2.2. Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh peneliti pada latar belakang

diatas, maka peneliti memberikan batasan-batasan pada masalah yang diteliti,

yaitu :

1. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten
Pekalongan.

2. Peneliti membatasi variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu komitmen
organisasi, sistem pengendalian internal (SPI), pemanfaatan teknologi
informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana
desa.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh komitmen

organisasi terhadap akuntabilitas pengelolan dana desa di Kecamatan

Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.



2.

Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh sistem
pengendalian internal (SPI) terhadap akuntabilitas pengelolan dana desa di
Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh pemanfaatan
teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolan dana desa di
Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh partisipasi
masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolan dana desa di Kecamatan

Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi maupun evaluasi
bagi pemerintah desa untuk mengetahui dan melaksanakan pemerintahan desa
yang berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, UU No. 60 tahun 2014
tentang anggaran dana desa, Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang asas
pengelolaan keuangan desa yang baik, serta Peraturan Pemerintah (PP) No.

60 tahun 2005 mengenai pemanfaatan teknologi informasi.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan

mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa terutama untuk mengembangkan

kajian dalam akuntansi sektor publik yang berfokus pada akuntabilitas



pengelolaan dana desa, sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukkan bagi

peneliti selanjutnya.

1.4.3. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi maupun
masukan dan informasi kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa
apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Penelitian ini diharapkan sebagai alat pemberi informasi dan pengetahuan

bagi masyarakat mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5. Sistematika Penulisan
Berikut sistematika penulisan yang disusun dalam laporan ini:

BAB | : PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah,
identifikasi, perumusan, batasan masalah, tujuan serta
manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI
Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan
dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pikir
teorits, dan perumusan hipotesis.

BAB Il : METODE PENELITIAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian,

variabel penelitian, sampel dan populasi penelitian, jenis



BAB IV

BAB V

BAB IV

sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik
analisis data.

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran umum mengenai
pemerintahan desa di Kecamatan Petungkriyono
Kabupaten Pekalongan.

ANALISIS DATA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan
pembahasan mengenai  pengaruh komitmen organisasi,
sistem pengendalian internal (SPI), pemanfaatan teknologi
informasi  dan  pasrtisipasi  masyarakat  terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terhadap

penyusunan penelitian.
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